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BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 54 TAHUN 2012

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

yenimbang © 2 bahwa. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan

: Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan
Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Kebijakan Akutansi  berdasarkan standar Akutansi
Pemerintah Daerah, serta berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan bahwa Kepala
Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang
kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman
pada standar akuntansi pemerintah;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di
atas, perlu menetapkan Peraturan Bupatli Sintang tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352} scbagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2004- tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik |ndonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

4, Undang-Undangl__



00482

4. Undang-Undang Nomy 15 T
lolaan ahun 2004 ¢ :
E;?Eg;ran Neg[;f—l: R Tan sUNg  Jawab erll{t:LTsnig);? en::g::é
Tambahan Lembar:I?Ubli]l::{ I ndonesia Tahun 2004 Nomor 66,
4400}, 8ara  Republik Indonesia Nomor

N or 4437), SEb@imana t ; '
te?'gkhlr dengan Undng-Und elah diubah beberapa ka1

: ang Nomor 12 Tahun 2008
(Lerrm;‘1 an Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
’i‘gzﬁ))a an Lembaran Republik Indnesia Negara Nomor

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

% Undang-l?ndalng Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomoer 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Daerah (Lemba'an Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomo® 4540) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Pefatufan PemeTintah
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4406),

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4574);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan._.
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Peraturan Pemerintah Nopy '
Informasi Keuangan pge Or 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Indonesia Tahun 2005 rah  (Lembaran Negara Republik

. Nomor 1
Negara Republik Indonesig Nomor 4%5;,6)Tmnbahan Lembaran

Nomor 139, Tambahan T ' )
Nomor 4577); an Negara Republik Indonesia

Peraturan P€Merintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengcloban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578,

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman pembinaal'l Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593); :

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614); -

Peraturan Pemerittah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
PemMmerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaa®  Keuangan DAerah,
sebagaimana telah diabah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012;

Peraturan Daerah Kabupaten Siftag Nomor 25 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);

23. Peraturan..



yenetapkan

24.

25.
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tentang Urusan Pemer; Sintang Nomor 1 Tahun 2008
Daerah Kabupaten Sir:1 ;ﬁiﬁuf)aten Sintang (Lembaran
Lembaran Daerah Kabupat un 2008 Nomor 1, Tambahan

“n Sintang Nomor 1),
peraturalé i Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Susunan Organisgsj Peranglat Daerah Kabupaten

Sintang (Lembaran Da emh Kabupaten Sintang Tahun2008

Nomor 2, Tambahan "Lemlarga _
Nomor 2); n Daerah Kabupaten Sintang

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Pemerintah adalah pemerintah pusat

Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sintang.
Akuntansi adalah proses  pencatatan, pengukuran
pengklasifikasian, penginterpretasian atas hasilnya, serta
penyajan laporan. - = '

Standar Akuntansi Pemerintah, selanjutnya disingkat SAP,
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan lapofan keuangan pemerintah.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian
prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan
posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah.
Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar
konvensi-konvensi, aturan-aturan dan prakuk-praktik yang
dipilih oleh suatu entitas pelaporan dan penyusunan serta
penyajian laporan keuangan. ' .

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemenqtahan yang
mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban = yang
menyelenggarakan akuntansi dan‘ menyajikan laporan
keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. _
Entitas Pelaporan adalah Pemepntah Kabupaten er}tang
dan/atau satuan organisasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sintang yang menurut Ferafisan Perundf;mg-
undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan

laporan keuangan.

BABR 11
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(1) Pemerintah Daerah  menerapkan Kebijakan Akuntansi
Berbasis Kas Menuju Akrua]

(2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dart:
Kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan
Penyajial’ Laporan Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Arus Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan
Akuntansi Pendapatan
Akuntansi Belanja
Akuntansi Pembiayaan
Akuntansi Aset
Akuntansi Kewajiban
Akuntansi Ekuitas Dana
Laporan Keuangan Konsolidasi
. Kofeksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan
Peristiwa Luar Biasa

B R rie s an o

(3) Format Kebijakan Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum
dalam Lampifan yang tidak terpisahkan dari PeTaturan ini.

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan Akuntansi yang
mengacu pada SAP.

BABIV
KETENTUAN PENUTUpP

Pasal4

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

1. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Sintang Nomar 32 Tahun 2007 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemefintah Daerah Kabupaten Sint ang
(Lembaran Daerah Kabupaten SiBtang Tahun 2009 Nomor
632) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

2. Peraturan perundang-undangan yang mMmengatur mengenaj
Penyelenggaraan kebijakan akuntansi penerintah daerah
lainnya sepanjang belum diubah dan tidak bertentangan
dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 5



Pasa] 5

peraturan Bupati ini berlaky; co:
Agar setiap orang ’mt_?rl_getahu
Peraturan Bupati 1ni, deng
paerah Kabupaten Sintang.

iya, memerintahkan pengundangan
an pﬁempatannya dalam Berita

Ditetapkan dj Sintang
| Pada tanggal 17 Desember 2012

' BUPATI SINTANG,

Y
| ’

% MILTON CROSBY

undangkan di Sintang
E:QE tanggal 17 Desember 2012

'/ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTAN G,{

ZULKIFLI HAJI AHMAD o
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR




